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PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO
NOMOR 7 TAHUN 2011

TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2011

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PONOROGO,

bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tida&i sksngan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yaegyebabkan
pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan adar jenis belanja, keadaan yang menyebabkanlaish tahun anggaran
sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan d&hom anggaran berjalan maka perlu dilakukan Plarba@APBD Tahun

Anggaran 2011;
bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huRdgrabahan APBD Tahun Anggaran 2011 perlu ditetalaargan Peraturan
Daerah;

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembamtllaerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propawsa Timur

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 MNd®oTambahan Lembaran Negara Republik Indonesiady 9) ;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang PajakiRBlam Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1985 NompiT&hbahan
Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah Wlideagan Undangitilang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Ne¢
Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahanbagan Negara Republik Indonesia Nomor 3569) ;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penygéeagn Negara yang Bersih dan Bebas dari Korumdyskdan Nepotisme
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 MathpTambahan Lembaran Negara Republik Indonesrady 3851);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang KeuamNgagara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tah@3 20omor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nd2®r);
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Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perberam&egara (Lembaran Negara Republik Indonedam 2004 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Ndi3&b );

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang PemeankB&ngelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negamb@ran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambatankaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang SistemnPanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negatblikemdonesia
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Rieputionesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pembantdaerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor Ia@Bbahan
Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah ldigiakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 280&ng Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tgritaamerintahan Daerah (Lembaran Negara Republdnksia Tahun 2008
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indamésmor 4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang PerindraKguangan antara Pemerintah Pusat dan PemenriDaeasah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 12fbkdan Lembaran Negara Republik Indonesia Nom@8)44

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencansgb&hgunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 5 @@2nbaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33,bdran Lembaran Negara Republik Indonesia Nomaby70

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajakabagan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Repubdignesia Tahun
2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Replmoldnesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang PembamtBkraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negepabhk Indonesia
Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Rieputionesia Nomor 5234);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentandgd{&an Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan AmlgDetvan Perwakilan
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesiuit 2004 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Rkpaotbnesia Nomor
4416) sebagaimana telah diubah terakhir dengartuP@naPemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran tdelgapublik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Riepatbonesia Nomor 4712) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentangdR#aan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembararardeepublik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan LembargarfdeRepublik Indonesia Nomor 4502) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentarjgri®an Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesiaum 2005 Nomor 136,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nd&sio4) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentamg Parimbangan (Lembaran Negara Republik Indoriesian 2005 Nomor
137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesiadi 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentastgrdilnformasi Keuangan Daerah (Lembaran Negaralikkgndonesia Tahun
2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Repubtibniesia Tahun 2005 Nomor 4576) sebagiamna telalbakli dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembesggara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, bedvan Lembaran
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Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5155) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentabghHiepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indofiatun 2005 Nomor
139, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaoNd577) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentangeR#aan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Repuablinesia Tahun 2005
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik esiarNomor 4578) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentadgnfan Penyusunan dan Penerapan Standar PelayananaM{Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150,bedran Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor)4585

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentadgnPen Pembinaan dan Pengawasan PenyelenggarakamirRaim Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nd®5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoémmor 4593) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentargp®en Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintamiagan Negara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembarganddrepublik Indonesia Nomor 4614) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentamgo&gian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, rinégthan Daerah
Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kownfaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 No82or Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4737) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentaggrasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Repubdibkesia Tahun 2007
Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741)

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentanguBarKeuangan kepada Partai Politik (Lembaran Ne&apublik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Rieputionesia Nomor 4972);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2@®8ang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah swlaagatelah diubah
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Naiorahun 2011;

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentasngd&t Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Rkgdadonesia Tahun
2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Replmoldnesia Nomor 5165);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2@dfang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturaraibdentang Anggaran
Pendapatan Dan Belanja Daerah Dan Rancangan Rerdfepala Daerah Tentang Penjabaran Anggaran Paadapan Belanja
Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2@0fang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerabamgaran dan
Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjangasiip®al Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerata s€ata Cara
Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan D@perasional;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2@&fang Pedoman Penyusunan Anggaran PendapataBetima Daerah
Tahun Anggaran 2011;
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Peraturan Menteri Keuangan Nomor 114 /PMK.07/204ftaing Pedoman Umum dan Alokasi Dana PercepatarbaPgoman
infrastruktur Pendidikan Tahun Anggaran 2010;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118 /PMK.07/2@I@aing Pedoman Umum dan Alokasi Dana Penguatam@agsasi Fiskal
dan Percepatan Pembangunan Daerah Tahun Anggdr@n 20

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat Il Pgaokomor 1 Tahun 1996 tentang Penyertaan Modaldbagingkat Il Ponorogo
pada Pihak Ketiga (Lembaran Daerah Kabupaten Daengikat || Ponorogo Tahun 1996 Nomor 19/C) ;

Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 5 Tab0b fentang Kedudukan Keuangan Bupati dan WakilaBuponorogo
(Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2005 N&/G9;

Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 2 Tabomn &ntang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Ddkesthbaran Daerah
Kabupaten Ponorogo Tahun 2007 Nomor 2/C);

Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 3 Ta@Q@i fentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan BRempdan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ponofbgmbaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2006 N8fGJ;

Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 7 TabB08 fentang Satuan Polisi Pamong Praja (LembararabaKabupaten
Ponorogo Tahun 2008 Nomor 7);

Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 9 Tafl08 fentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretarsagr&h dan Sekretariat
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ponologiol§aran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2008 N@mor

Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 10 T&008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabkap&onorogo
(Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2008 Nb@)p

Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 11 Ta008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspekt®@atlan Perencanaan
Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah &@inuponorogo (Lembaran Daerah Kabupaten PonoraigonT2008 Nomor
11);

Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 12 T200@® tentang Organisasi dan Tata Kerja KecamatarKdlirahan Kabupaten
Ponorogo (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo T208 Nomor 12);

Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 2 Ta@lf &ntang Penambahan Penyertaan Modal Pemebatatah Ke Dalam
Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PTJB&amk(Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo TahL® ROmor 2);

Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 3 Ta@lf &ntang Penambahan Penyertaan Modal Pemebatatah Ke Dalam
Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Bambiayaan Rakyat Syariah Kabupaten Ponorogo (&embDaerah
Kabupaten Ponorogo Tahun 2010 Nomor 3);

Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 4 Ta@uf #&ntang Penambahan Penyertaan Modal Pemebatatah Ke Dalam
Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Bakkeditan Rakyat Jawa Timur (Lembaran Daerahufaten Ponorogo



Tahun 2010 Nomor 4);

45. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 10 T20L@ tentang Rencana Pembangunan Jangka MenBagaah (RPJMD)
Kabupaten Ponorogo Tahun 2010 — 2015 (Lembaranabad&bupaten Ponorogo Tahun 2010 Nomor 10);

46. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 1 Tabiih t2ntang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daafaim Anggaran 2011
(Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2010 Nbmo

47. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 6 TabBlih Bentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Ang@arasiapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Dd&hhpaten Ponorogo Tahun 2011 Nomor 6);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PONOROGO
Dan
BUPATI PONOROGO

MEMUTUSKAN :
Menetapkan :  PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO NEANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2011
Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahunataigg?011 semula berjumlah Rp  1.055.149.085.01Bdrtambah sejumlah
Rp 9.826.128.321,43 sehingga menjadi Rp. 1.064244.033,43 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan

a. Semula Rp  1.055.149.085.712,00
b. Bertambah Rp 9.826.128.321,43
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan Rp.064.975.214.033,43
2. Belanja
a. Semula Rp 1.107.692.843.794,43
b. Berkurang Rp 4.463.005.615,26
Jumlah Belanja setelah Perubahan Rpl.112.155.849.409,69

Defisit setelah Perubahan Rp 47.180.635.376,26



